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ABSTRAK

Konflik, invasi hingga tindakan persekusi yang terjadi kepada suatu kelompok
atau kaum dalam suatu negara menjadi cikal bakal arus perpindahan penduduk, yang
dalam bahasa hukum internasional disebut pengungsi (refugee) dan pencari suaka
(asylum seeker). Para pengungsi pindah dari negara asalnya karena ingin mencari
perlindungan serta kehidupan yang layak yang tidak mereka dapatkan di negara asal
mereka. Indonesia menjadi negara yang terdampak oleh arus pengungsian dari
berbagai negara. Status Indonesia sebagai negara transit harus mengantisipasi hal
tersbeut sembari menunggu penempatan ke negara ketiga

Pengungsi yang datang menimbulkan persoalan dalam penanganannya, seperti
permasalahan teknis penampungan, pengamanan, perlindungan, pengawasan, serta
pemberian status pengungsi. Akibat Indonesia belum meratifikasi konvensi
pengungsi dan protokolnya, Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses
penentuan status pengungsi, yang dalam praktiknya memakan waktu lama dan proses
yang panjang, serta ketidakpastian penempatan ke negara ketiga juga menjadi sebab
terjadinya penumpukan pengungsi lintas batas di Indonesia. Permasalahan tidak
adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur pengungsi dan pencari suaka
juga menjadi soal serius. Sampai sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor
125 Tahun 2016, penanganan pengungsi berpedoman pada aturan keimigrasian.

Penelitian ini mengkaji kebijakan publik dalam pandangan siyasah syar’iyah.
Melalui maslahat mursalah dalam kebijakan publik, menganalisa apakah kebijakan
penanganan pengungsi asing ini memilki nilai maslahat bagi objek yang diaturnya,
dan bagi masyarakat luas. Konsep maslahat yang dipakai ialah maslahat mursalah,
yang tetap menggunakan pakem dari prinsip dasar dan nilai yang terkandung dalam
al-Qur’an dan Sunnah. Serta analisis pembentukan kebijakan publik, syarat, nilai dan
implikasinya bagi pembentukan kebijakan publik.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga kebijakan dalam menjawab
problematika tersebut. Pertama, instrumen hukum vyang dikeluarkan hingga
keluarnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, sikap atas ratifikasi
Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol status pengungsi 1967. Ketiga, kerja sama
UNHCR dan IOM. Dalam penelitian ini siyasah syar’iyah memandang bahwa
kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia mengandung nilai maslahat baik
maslahat untuk kedaulatan nasional serta maslahat bagi pengungsi asing yang
menjadi objek kebijakan dan telah memenuhi syarat serta nilai dalam pembentukan
kebijakan publik yang baik.

Kata Kunci : Pengungsi Asing, Instrumen Hukum Pengungsi Asing, Siyasah

Syar’iyah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsi saat ini menjadi isu yang populer dan hangat diperbincangkan
dalam dunia global. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian yang serius dari
dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan menjadi isu yang
membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Terutama sejak
semakin banyaknya konflik internal maupun ekternal yang terjadi di beberapa negara
yang mengakibatkan arus pengungsi mengalir deras ke negara-negara lain disekitar
atau bahkan jauh dari negara yang sedang berkonflik tersebut. Timbulnya pengungsi
disebabkan oleh keadaan sosial, politik maupun keamanan yang memburuk dinegara
yang bersangkutan, yang menimbulkan konflik baik antar kelompok, etnis, atau dari
negara kepada warga negara sendiri atau antar negara yang berkonflik, sehingga
mengakibatkan warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk
mendapatkan perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka.

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya
hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan
penduduk juga melampaui suatu batas negara ke negara lainnya, masalah pengungsi

akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan dianggap



merupakan masalah bersama masyarakat internasional.’ Persoalan itu pada akhirnya
juga menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia.
Sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari
perlindungan dan keselamatan.?

Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua,
menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga
tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia dan
Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data
yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau United Nations High
Commisioner for Refugees (UNHCR), sampai dengan akhir Maret 2017 Indonesia
telah menerima total 14.420 orang yang bermigrasi ke Indonesia, dengan rincian,
8.279 merupakan pengungsi (Refugees), dan 6.191 merupakan pencari suaka (Asylum
Seekers). Sebagian besar dari mereka adalah berasal dari Afghanistan, Myanmar,
Somalia dan negara Asia lainnya.®

Ketika tiba di Indonesia, mereka terlebih dahulu melalui proses pendataan
olen UNHCR untuk dapat diklasifikasikan sebagai pencari suaka atau pengungsi.

Mereka yang mencari suaka biasanya memilih Australia, New Zealand dan Amerika

! Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) cet. Ke 1, him.
80.

“Herman Suryo Kumoro, Nurdin, Ikaningtyas,“Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran
llegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951
(Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)”, Artikel IImiah Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya.

*https://www.unhcr.org/id/pengungsi Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.



https://www.unhcr.org/id/pengungsi

Serikat sebagia negara tujuan akhir. Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk
tinggal dan mencari kehidupan damai yang tidak mereka peroleh di negaranya.
Sedangkan pengungsi biasanya menunggu negaranya damai hingga bisa pulang,
ataupun ikut berharap memperoleh izin tinggal di negara selanjutnya.*

Namun, dalam prosesnya banyak ditemukan masalah dan kendala terhadap
penanganan pengungsi asing di Indonesia. Meningkatnya arus pengungsi asing yang
datang ke Indonesia dari tahun ke tahun mengakibatkan penumpukan arus pengungsi
yang tidak kondusif. Para pengungsi asing yang terlebih dahulu datang ditahun-tahun
sebelumnya bahkan belum tertangani dengan baik dalam aspek perlindungan,
penanganan, pendataan, hingga mekanisme lebih lanjut terkait penyaluran ke negara
ketiga atau dikembalikan ke negara asal jika negara asal pengungsi sudah
memungkinkan dan telah kondusif untuk para pengungsi kembali.

Banyak permasalahan dalam penanganan pengungsi asing seperti dalam hal
penampungan yang tidak memadai, bahkan banyak pengungsi yang ditampung di
Rumah Detensi Imigrasi yang biasa disebut Rudenim. Padahal pada dasar peruntukan
rudenim bukanlah tempat penampungan pengungsi asing, namun sebagai penjara
sementara bagi para imigran yang melanggar aturan-aturan imigrasi. Jadi bentuk
rudenim lebih menyerupai penjara daripada penampungan. Salah satu alasan yaitu
tidak adanya aturan pegangan bagi petugas imigrasi dan pemerintah daerah dalam

penentuan penampungan bagi pengungsi menjadi alasan mereka ditempatkan terlebih

*https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa-pencari-suaka-internasional-
memilih-indonesia Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.
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dahulu di rudenim. Dan rudenim di Indonesia hanya berjumlah 13 rudenim, dan
kesemuanya telah over capacity.Pihak imigrasi pun sudah mengakui bahwa tidak ada
ketentuan rudenim untuk menampung pengungsi, sehingga pemenuhan hak
pengungsi tidak akan bisa didapati disana.

Saat ini diperkirakan ada 1.946 orang tinggal di rumah detensi imigrasi yang
tersebar di 13 wilayah, sekitar 2000 orang ditangani community house, dan sisanya
diizinkan mandiri mengurus keperluan mereka dengan tetap diawasi imigrasi.’
Namun sistem rudenim tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, tidak
transparan atau tidak memiliki prosedur penanganan pengungsi asing. Ini
mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap pengungsi asing di
rudenim menjadi hal yang biasa terjadi.

Lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara
permanen atau pilihan solusi berkelanjutan juga menjadi persoalan. Indonesia belum
menjadi pihak yang menandatangi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Status
Pengungsi Tahun 1967. Konsekuensinya adalah Indonesia tidak mempunyai
wewenang dalam memberikan status pengungsi kepada pengungsi asing yang ada di
Indonesia, sehingga pengaturan mengenai status pengungsi dan pencarian negara
ketiga sepenuhnya ditetapkan dan menjadi wewenang UNHCR sesuai dengan mandat
yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Permasalahan yang ada

adalah penentuan status pengungsi oleh UNHCR memakan waktu yang lama,

*https://m.hukumonline.com/berita/baca/it597853eb3280a/ada-masalah-requlasi-penanganan-
pengungsi-di-indonesia Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.
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sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi ketidakjelasan status mereka dan
perlindungan yang mereka dapatkan. Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia
dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas oleh karena
meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia, dan juga UNHCR hanya memiliki 60
staff di Indonesia.® Ini memunculkan dampak sistemik, yaitu dengan lamanya masa
tunggu penentuan status oleh UNHCR menimbulkan penumpukan yang berdampak
negatif. Pemerintah sendiri tidak memiliki wewenang dalam hal ini, karena
disamping belum meratifikasi konvensi tersebut juga tidak memiliki aturan dan
payung hukum yang mengatur mekanisme dalam hal ini.

Terbatasnya bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi asing di Indonesia
juga menjadi poin dalam permasalahan yang ada. Kepala Ditjen Imigrasi
mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki pos anggaran untuk menangani
pengungsi asing. Dalam lingkup rudenim sendiri, anggaran untuk rumah detensi
hanya untuk 10-20 orang, namun kenyataannya ada pengungsi yang berjumlah lebih
dari 500 orang di rudenim. Maka tidak ada plot biaya untuk menanganinya. Untuk
mengatasi masalah layanan makanan, dan keperluan pokok dasar pengungsi telah ada
keterlibatan dari UNHCR dan IOM sebagai donor dan penjamin kebutuhan dasar
mereka. Namun IOM (International Organization for Migration) hanya dapat

menyalurkan layanan bantuan ke pengungsi berdasarkan rujukan dari petugas

®https://suaka.or.id/publik-awareness/id-masalah-perlindungan/  Diakses pada tanggal 25
Oktober 2017.
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imigrasi, akibatnya jika banyak yang tidak terdata dengan baik, banyak diantara
mereka yang tidak mendapatkan bantuan kebutuhan pokok.’

Dan selanjutnya sampai pada permasalahan paling mendasar yang dapat
mencakupi kesemuanya, yaitu kurangnya atau tidak memadainya regulasi dan payung
hukum dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Regulasi yang dimaksud
ialah regulasi penanganan dari proses pengungsi datang sampai mendapat solusi
berkelanjutan. Namun, diakhir 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan
Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri,
sebagai satu-satunya produk hukum yang secara khusus mengatur pengungsi.
Sebelumnya keimigrasian hanya berpedoman terhadap Undang-Undang No.6 Tahun
2011 tentang keimigrasian, namun hanya sedikit dan itupun pengungsi asing di
Undang-Undang tersebut disamakan dengan pelanggar imigrasi dalam
penanganannya. Juga satu-satunya Undang-Undang yang menyinggung penanganan
pengungsi asing dalam hukum nasional adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri, yang hanya menjelaskan bahwa pengaturan lebih
lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Terbitnya Peraturan Presiden tersebut memang menjadi acuan teknis, namun
lingkupnya hanya mengatur bagaimana penanganan dari penemuan sampai pada

pendataan dan pengawasan di penampungan, belum menjawab persoalan mendasar

" Ajat Sudrajat Havid, Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini
dan yang Akan Datang, Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 Nomor 1, Oktober 2004, him.
85.



yaitu penumpukan pengungsi yang berdampak luas dalam masalah yang ada di
penanganan. Padahal persoalan terberatnya ialah terletak pada solusi berkepanjangan,
khususnya dalam masa tunggu proses di UNHCR.®

Peraturan tentang perlindungan, penjaminan hak-hak dasar , hingga solusi
berkelanjutan terkait mekanisme dalam masa tunggu, juga belum komprehensif diatur
dan dibahas. Maka kurangnya regulasi yang mengatur penanganan pengungsi
menjadi hal yang serius untuk dikaji. Dan pemerintah pun sampai saat ini belum mau
untuk meratifikasi konvensi PBB tersebut dikarenakan beberapa hal. Maka kebijakan
yang diambil pemerintah dalam penanganan pengungsi menjadi menarik untuk dikaji,
baik itu berupa aturan atau regulasi yang diambil, keputusan tidak meratifikasi hingga
sampai kurangnya regulasi komprehensif yang dibutuhkan.

Dengan melihat data diatas, maka penulis mencoba meneliti bagaimana
problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia dan bagaimana kebijakan
penanganan pengungsi asing di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini akan penyusun
sajikan dalam skripsi dengan judul :“Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di

Indonesia”.

B. Rumusan Masalah
Bagaimana problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi

asing di Indonesia?

®https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx Diakses pada
tanggal 25 Oktober 2017.
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3. Bagaimana kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia perspektif

siyasah syariyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini , yaitu :

1.  Menjelaskan problematika yang terjadi dalam penanganan pengungsi asing
yang ada di Indonesia.

2. Menjelaskan respon serta kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah
Indonesia terhadap problematika yang ada dalam penanganan pengungsi asing
di Indonesia.

3. Menjelaskan pandangan siyasah syariyyah terhadap kebijakan pemerintah

dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :
1.  Memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan
dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.
2.  Menjadi salah satu masukan terhadap aturan yang berkaitan dengan
pengungsi asing untuk dapat lebih proporsional dan menjadi payung

hukum kuat dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah

penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian yang dapat membedakan



dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam
tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian
sebelumnya yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung terkait dengan
pengungsi asing di Indonesia, penanganan terkait pengungsi asing berdasarkan
hukum internasional, konvensi 1951 dan protokol 1967. Namun belum ada yang
secara spesifik membahas terkait kebijakan penanganan pengungsi asing di
Indonesia, secara regulasi yang dikeluarkan, acuan penanganan, serta juga
menjelaskan problematika penanganan pengungsi di Indonesia. Berikut adalah karya
ilmiah yang dijadikan telaah pustaka seputar tentang pengungsi asing di Indonesia :
Pertama, skripsi karya Chelsi Yurista P. Pailang yang berjudul “Upaya United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Pemberian Suaka kepada
Pengungsi Afghanistan di Indonesia’. Skripsi ini membahas tentang upaya UNCHR
dalam mempercepat penanganan pengungsi Afghanistan dan juga tentang hambatan
yang terjadi dalam penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia. Skripsi ini
secara spesifik membahas bagaimana peran UNHCR dari penanganan pendataan
hingga solusi lanjut terhadap pengungsi Afghanistan yang memang jumlahnya paling
banyak mengungsi di Indonesia. Dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis

oleh penulis ialah terletak pada objek kajian , bahwa penulis lebih menitiberatkan
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pada kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan diambil dalam penanganan
pengungsi asing di Indonesia.®

Kedua, skripsi karya Farah Ramafitri yang berjudul “Perlindungan Pengungsi
Asal Srilanka di Indonesia Berdasarkan Deklarasi DUHAM dan Urgensi Ratifikasi
Konvensi Pengungsi 19517, Skripsi ini membahas tentang bagaimana seharusnya
pengungsi asal Srilanka di Indonesia dilindungi berdasarkan Deklarasi DUHAM yang
merupakan deklarasi terkait hak asasi manusia yang dimiliki oleh PBB. Skripsi ini
juga membahas tentang urgensi atau kepentingan pemerintah Indonesia untuk
meratifikasi konvensi pengungsii 1951. Juga apa saja yang harus dipenuhi untuk
melindungi pengungsi asal Srilanka berdasarkan konvensi pengungsi 1951 tersebut.*

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Made Prama Astika yang berjudul “Analisis
Hukum Penanganan Imigran llegal sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di
Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. Skripsi ini membahas
tentang pengaturan hukum internasional secara umum dalam menangani masalah
imigran illegal yang menjadi pencari suaka dan pengungsi, yang bertumpu pada
prinsip umum yaitu prinsip non-refoulment sebagai jus cogens. Jadi teori analisis nya

menggunakan hukum internasional secara umum, berbeda dengan penulis yang

°Chelsi Yurista P. Pailang,”Upaya United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)
dalam Pemberian Suaka Kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia”, Skripsi Fakultas IImu Sosial
dan llmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

%Farah Rahmafitri, ”Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Berdasarkan Deklarasi DUHAM
dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, 2011.
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menggunakan hukum nasional yang menjelaskan kebijakan pemerintah atas
penanganan pengungsi asing di Indonesia.™

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengaruh United Nation Declaration On The
Territorial Assylum 1967 Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia’. Skripsi yang
ditulis oleh Intan Pelangi ini membahas tentang konvensi tentang suaka territorial
1967 yang terwujud dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Jadi ini menggunakan konsep teori yang berbeda lagi yaitu menggunakna deklarasi
suaka territorial yang dimiliki oleh hukum internasional yang diinisiasi oleh PBB.
Dan dari ketiga skripsi diatas memiliki kesamaan yaitu kesemuanya menggunakan
hukum internasional yang didalmnya berupa deklarasi dan konvensi dari PBB sebagai
teori yang digunakan.?

Kelima, Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi yang menulis jurnal dengan
judul “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967
Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”. Tulisan ini membahas
secara eksplisit tentang kepentingan-kepentingan Indonesia yang sampai saat ini
belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi dan
pencari suaka. Menjelaskan dampak positif jika Indonesia meratifikasi dua aturan

tersebut, juga membahas alasan Indonesia belum meratifikasinya. Ini menjadi acuan

"Made Prama Astika, “Analisis Hukum Penanganan Imigran llegal Sebagai Pencari Suaka
dan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”, skripsi Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011.

2Intan Pelangi, “Pengaruh United Nation Declaration On The Territorial Assylum 1967
Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, 2009.
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telaah bagi penulis untuk melihat alasan pemerintah Indonesia belum mau
meratifikasi dua aturan tersebut sebagai salah satu kebijakan yang diambil dalam
penanganan pengungsi asing di Indonesia. ™

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Atik Krustiyati yang berjudul “Kebijakan
Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951
dan Protokol 1967”. Tulisan yang ditulis dalam jurnal ini oleh Atik Krustiyati
membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan urgensi, relevansi dan kendala
dalam ratifikasi konvensi 1951 dan protocol 1967 oleh pemerintah Indonesia. Tulisan
ini juga menggunakan hukum internasional sebagai objek kajian, dan tidak
membahas kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penanganan pengungsi asing di
Indonesia. ™

Ketujuh, Vindy Septia Anggrainy dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan
Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional”. Tulisan ini
ditulis oleh Vindy Septia Anggrainy yang membahas tentang implementasi
instrument hukum internasional terhadap kasus pengungsi lintas batas di Indonesia,
dan juga membahas latar belakang terjadinya gelombang pengungsi lintas batas di

Indonesia. ™

BFadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”, Jurnal
Transnasional Vol. 5 No. 2 Februari, 2014.

YAtik Krustiyati, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi
Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967”, Jurnal Law Review Vol. XII No. 2, November, 2012.

BVindy Septia Anggrainy, “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut
Hukum Internasional”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. Il No. 1, Januari, 2014.
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Kedelapan, artikel ilmiah yang ditulis oleh Herman Suryokumoro, Nurdin dan
Ikaningtyas yang berjudul “Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran llegal di
Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi
1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang). Artikel ilmiah ini membahas tentang
peran dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam  penanganan imigran
gelap/pengungsi yang dikaitkan dengan standar penanganan dalam konvensi 1951
tentang status pengungsi. Juga menilai kesesuaian penanganan terhadap hal yang
diatur didalam konvensi tersebut.®

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh K. Zulfan Andriansyah yang berjudul
“Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Serta
Peraturan yang Diharapkan”. Dalam tulisan di jurnal ini, membahas tentang aturan
pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, walau belum secara komprehensif
membahasnya juga meneliti tentang aturan yang diharapkan diambil atau dikeluarkan

oleh Pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi.'’

E. Kerangka Teoritik
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori siyasah syariyyah.

Secara sederhana siyasah syariyyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan

®Herman Suryokumoro, Nurdin, dan Ikaningtyas, “Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran
llegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951
(Studi dikantor Imigrasi Kota Malang)”, Artikel llmiah yang diajukan kepada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2012.

K. Zulfan Andriansyah, “Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi Di
Indonesia Serta Peraturan yang Diharapkan”, Jurnal RechtsVinding ISSN 2089-9099, Oktober , 2015.
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penggunaaan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari’at islam.'® Abdurrahman
Taj mempertegas rumusan siyasah syariyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur
kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa
(semangat) syari’at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan
kemasyarakatan, walaupun pengaturan akan hal tersebut tidak ditegaskan secara riil
baik oleh Al-qur’an maupun as Sunnah.*
Kemudian dalam kaidah-kadiah siyasah syariyyah ada sebuah kaidah yang
berbunyi :
Aaladbhsiciel ) Jdo ol W s
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada
kemaslahatan™
Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan
atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat
banyak dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk
mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah dari
rakyat (ummat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta

harus memperhatikan kemaslahatannya.?

¥Muhammad Igbal, “Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), him. 5.

“Ibid him. 6.

“lmam Musbikin, Qawaid al Fighiyah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.
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Maka dalam penggunaan teori atas kaidah ini juga akan dibahas terkait konsep
maslahah mursalah yang terkandung didalamnya. Bahwa sebuah kebijakan
pemimpin terlebih suatu negara harus membawa kemaslahatan bagi objek
kebijakannya bahkan masyarakat secara luas.

Didalam penjelasan kaidah ini juga, pada pasarnya seorang penguasa atau
pemimpin merupakan wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan beberapa kebijakan,
diantaranya adalah :

1. Menegakan keadilan

2. Menghindari kedzaliman

3. Menjaga hak dan akhlak masyarakat

4. Memelihara keamanan

5. Menyebarkan ilmu pengetahuan

6. Meningkatkan fasilitas umum

Setiap tindakan atau kebijakan dari pemimpin yang bertentangan dengan
kemaslahatan ini, maka hal tersebut akan menyebabkan kemudhorotan dan keputusan
pemerintah dianggap merugikan rakyat banyak. Banyak contoh yang berhubungan
dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahah dan bermanfaat bagi
rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan
dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaiknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat

dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus dijauhi.?

“"Handbook mata kuliah Kaidah-Kaidah Siyasah Syariyyah, yang diampu oleh Bapak M. Nur,
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Dilihat dari segi kebijakannya penulis juga akan menggunakan teori kebijakan
dari Thomas Dye, ia berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan segala pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga sikap
pemerintah untuk tidak menanggapi suatu permasalahan publik tergolong dalam
sebuah kebijakan pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap publik.??Sehingga
pendapat Thomas Dye mempunyai tiga kata kunci dalam sebuah kebijakan publik,
yaitu :

1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktek/pelaksanaannya.

2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi

swasta.

3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah.

Dalam prosesnya kebijakan publik, pemerintah berperan sebagai pengarah dan
lembaga administrasi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan
demi mendorong terciptanya kondisi damai dan keamanan yang menyeluruh.
Pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak yang terkait dalam perumusan dan
pelaksanaan sebuah kebijakan atas sebuah masalah, sehingga kebijakan yang telah

diterapkan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

ZAG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him. 2.
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Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan
(library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai
kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Dan dengan menggunakan
sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis
dengan cara penulis akan mengumpulkan data terkait kondisi pengungsi asing |,
problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia, dan kebijakan pemerintah
terhadap problematika penanganan pengungsi di Indonesia, kemudian data tersebut
akan dianalisis dengan menggunakan teori Siyasah Syar’iyah
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yang
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang ada
terkait arus kedatangan pengungsi dan pencari suaka, serta permasalahan yang timbul
olehnya dan kebijakan yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut ditelaah juga
secara filosofis latar belakang, maksud dan tujuan kebijakan tersebut diambil. Secara
normative yang akan diteliti kebijakan, sikap, dan aturan hukum yang dikeluarkan.
Secara filosofis ialah menilai secara garis besar bahwa penanganan pengungsi ini
didasari oleh penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dan prinsip-prinsip
dalam hukum nasional, dan hukum internasional.

4. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer dengan
menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, beserta peraturan
lainnya yang setingkat atau dibawahnya dan juga sumber lainnya (Documentation
Analysis). Yang berkaitan dengan pengungsi asing di Indonesia, problematika
penanganan pengungsi asing di Indonesia, aturan yang mengatur, dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.
Serta buku-buku yang berkaitan dengan siyasah syariyyah dan teori kebijakan publik.
Selain data yang bersifat hard file, penulis juga menggunakan data-data soft file yang
bersifat online tanpa mengabaikan keabsahan data dalam file tersebut. Hal ini
dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang penulis
kerjakan.

Data penelitian terdiri dari :
a. Data primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar
Negeri
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri
4. Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (1951 Refugee Convention)
5. Protocol Pengungsi Tahun 1967 (Protocol Relating to the Status of

Refugee)
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6. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia terhadap
penanganan pengungsi asing di Indonesia
b. Data sekunder vyaitu bahan hukum maupun diluar hukum yang
memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan, penelitian,
kajian yang menguraikan atau menjelaskan permasalahan yang diangkat
yaitu kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Berupa buku-
buku, dokumen, skripsi, tesis, penelitian ilmiah, jurnal, laporan,
majalah, surat kabar (online dan offline), dan sumber-sumber lainnya.
Juga bahan kajian serupa diatas yang menjelaskan dan berkaitan dengan

teori siyasah syar’iyah dan teori kebijakan publik.

5. Analisis Data

Setelah data atau literature yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka
akan diolah dan diseleksi kemudian di klasifikasikan secara sistematis dan logis
barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori siyasah
syariyyah dan teori kebijakan publik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan metode induksi dan deduksi. Induksi merupakan analisis data dari
kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia, untuk menemukan kesimpulan
umum. Dan deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah siyasah syariyyah
dan teori kebijakan publik untuk menilai kebijakan penanganan pengungsi asing di
Indonesia apakah sudah sesuai kaidah siyasah syariyyah atau belum. Kebijakan yang

dimaksud berupa output produk hukum, langkah politik dan lain sebagainya.
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G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penilitian ini, maka peneliti

membagi skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan disusun
menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab satu, adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang landasan teori yaitu pembahasan tentang prinsip
maslahat dalam pembuatan kebijakan dari sudut pandang siyasah syariyyah dan
kebijakan publik.

Bab tiga, membahas tentang problematika penanganan pengungsi asing di
Indonesia berupa uraian menggunakan data-data. Lalu pembahasan terkait kebijakan
pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia, berupa
penjabaran aturan hukum apa saja yang dikeluarkan atau yang menjadi landasan
dalam proses penanganan pengungsi asing di Indonesia, terkait langkah-langkah yang
diambil pemerintah dalam mengatasi problematika tersebut serta kajian aturan yang
harus dilengkapi terkait penanganan pengungsi asing di Indonesia.

Bab empat, membahas tentang analisis teori siyasah syariyyah dan teori
kebijakan publik terhadap kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia.
Analisis ini dilakukan setelah terpenuhinya data-data pendukung penelitian, sehingga

diharapkan akan mempermudah analisa penulis dalam mengungkap fakta penelitian.
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Bab lima, merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri
dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah

diuraikan sebelumnya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang kebijakan penanganan pengungsi asing di
Indonesia, yang telah dianalisis menggunakan teori siyasah syar’iyah dengan konsep
maslahat didalamnya sebagai acuan dalam menilai dan menganalisis kebijakan yang
dikeluarkan, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan pengungsi asing di Indonesia meliputi permasalahan teknis,
yaitu penampungan, perlindungan, serta lamanya proses pemberian status
pengungsi. Dan permasalahan regulasi, dimana sebelum dikeluakan
Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, tidak ada aturan atau payung
hukum yang menjadi pegangan dan acuan dalam proses penanganan
pengungsi asing di Indonesia.

2. Kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi ada 3
macam: Pertama, intrumen hukum dan regulasi yang keluarkan terkait
pengungsi asing dan pencari suaka. Kedua, mengkaji alasan mengapa
pemerintah belum meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan
protokol status pengungsi tahun 1967. Ketiga, bekerja sama dengan
organisasi internasional UNHCR dan IOM.

3. Tiga kebijakan penanganan pengungsi asing tersebut berdasarkan analisis
maslahat mursalah dan kebijakan publik dalam siyasah syar’iyah

disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep maslahat. Didalam kebijakan
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tersebut mengandung aspek maslahat dua sisi, melindungi dan memberi
layanan bantuan kepada pengungsi asing, dan melindungi kepentingan,
keamanan dan kedaulatan nasional dengan sikap dan kebijakan yang
diambil. Dan berdasarkan syarat dan nilai dalam sebuah kebijakan publik
yang diambil dari teori kebijakan publik telah disimpulkan bahwa
kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia telah memenuhi
syarat sebagai kebijakan publik dan mengandung nilai serta implikasi
hukum baginya. Dan kebijakan tersebut telah mampu menjawab
problematika dari pengungsi yang datang di Indonesia dalam hal
penampungan dan penanganan keamanan, serta keselamatannya. Hanya
saja untuk solusi lebih lanjut, pemerintah Indonesia masih belum
mengaturnya secara rinci sehingga masih menjadi persoalan tersendiri.
B. Saran

1. Konsep dan kebijakan terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka
dapat dioptimalkan. Harus sudah membahas penanganan pengungsi pada fase
akhir, yaitu pencarian solusi berkelanjutan atau durable solution.

2. Melakukan evaluasi kebijakan yang terus dilakukan, untuk terciptanya
kebijakan dalam penanganan pengungsi asing yang lebih baik dan
komprehensif.

3. Standar atau acuan keberhasilan haruslah disesuaikan dengan data baik terkait
jumlah pengungsi yang ada haruslah semakin berkurang, dan tingkat

perlindungan yang lebih baik kedepannya.
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HALAMAN TERJIEMAHAN

NO HLM TERJEMAHAN
BAB I
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya
1 14 bergantung kepada kemaslahatan”
BAB Il
107. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk
1 22 (menjadi) rahmat bgai semesta alam.
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya
2 28 bergantung kepada kemaslahatan”
BAB IV
58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
1 94 kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.
“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih
2 97 kemaslahatan”




TABEL 1.1

Daftar Pengungsi dan Negara Asal

Asylum | Returned Total
Year Origin Refugees
seekers | refugees population
Afghanistan 4379 2T 22 7176
Bangladesh 0 68 0 68
Kamerun “ 40 40
Mesir 14 17 0 31
Eritrea 23 G 0 54
Ethiopia 64 221 0 285
India 0 13 0 13
o Iran 246 202 0 448
=
N Iraq 374 572 5 951
Myanmar 887 67 0 954
Nigeria 0 725 0 725
Pakistan 335 93 0 428
Palestina 350 95 0 445
Somalia 548 898 0 1449
Srilangka 343 197 0 542
Sudan 196 194 0 393
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syria 30 38 0 68

Yaman 11 170 0 181

Sumber : http://popstats.unhcr.org/en/persons_of _concern diakses pada tanggal 11
Februaru 2018, Pukul 12.51 WIB.
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TABEL 1.2

Penempatan Pengungsi dari Indonesia Rentan Tahun 2000-Febuari 2014

Tujuan FJeag‘l:J;rii 2"5‘{‘4 Total 2013 | Total 2012 FTe fj; r2i()20001;1
Australia 88 825 189 2044
Kanada 256
Denmark 31
Finlandia 13
Perancis 4
Selandia Baru 78 53 160
Norwegia 120
Swedia 7 9 237
Inggris 17
Serkat 10 a3
Romania 5 44
Filipina 13
Total 98 900 257 3.022

Sumber : IOM, 2014. (Antje Missbach, “Troubled Transit Politik bagi Para Pencari
Suaka di Indonesia’, him. 163.
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Table 1.3

Pemulangan Sukarela yang Difasilitasi, 2000-Februari 2014.

. Januari dan Total 2000-
Tujuan Februari 2014 Total 2013 Total 2012 Februari 2014
Afghanistan 5 49 171 1474
Angola 4
Arab Saudi 2
Bangladesh 40 197 7 232
India 8 11 30
Irak 10 21 65 308
Iran 38 363 70 781
Kamboja 1 il 36 92
Kamerun 1 4
Kolombia 4
Kongo 4 4
Maroko 3
Mauritius 1 1
Mesir 1
Myanmar 1 82 26 124
Nepal 3 4 22
Pakistan 7 84 81 303
Sierra Leone 5
Somalia 1
Sri lanka 15 109 76 343
Sudan 7 7
Syria 4
Thailand 1 2
Uni Emirat 5
Arab
Uzbekistan 1 1 14
Vetnam 1 12 50 218
Yaman 3
Yordania 20
Total 123 975 606 4008

Sumber : IOM, 2014. (Antje Missbach, “Troubled Transit Politik Indonesia bagi
Para Pencari Suaka”, hlm. 168.
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN
PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.


http://www.peraturan.go.id

2016, No.368

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut
Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena
ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan
ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok
sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta
tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya
dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau
status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
Pemulangan Sukarela adalah kegiatan memulangkan
Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela.
Notifikasi Kekonsuleran adalah komunikasi resmi yang
disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri
dan politik luar negeri kepada perwakilan negara asing
atau sebaliknya yang berisi pemberitahuan tentang warga
negara asing yang bermasalah atau meninggal.

Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan
kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan
darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana,
atau kondisi membahayakan manusia.

Menteri adalah menteri yang mengoordinasikan urusan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.
Kantor Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
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yang melaksanakan urusan keimigrasian.

Pasal 2

(1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan Kkerja
sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan
Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi
internasional.

(2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang
urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang

memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Pasal 3
Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan
internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
a. penemuan;

b. penampungan;
c. pengamanan; dan
d. pengawasan keimigrasian.

(3) Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada

Menteri.


http://www.peraturan.go.id

2016, No.368

BAB 11
PENEMUAN

Pasal 5
Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan
wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian

dan Pertolongan.

Pasal 6
Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian
dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan
Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang

melakukan panggilan darurat.

Pasal 7

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dapat melibatkan instansi terkait, meliputi:

a. Tentara Nasional Indonesia;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia,;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan;

d. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang
disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau

e. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan

wilayah Indonesia.

Pasal 8
(1) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat
berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan
urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
(2) Masyarakat yang menemukan Pengungsi dalam keadaan

darurat melaporkan kepada lembaga yang
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menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan

Pertolongan.

Pasal 9

Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera

dilakukan tindakan berupa:

a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal
akan tenggelam;

b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek
keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;

c. mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan
medis gawat darurat;

d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada
Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan
terdekat.

Pasal 10
Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf d, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor

Imigrasi di wilayah setempat.

Pasal 11
Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf d dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia setempat.

Pasal 12
Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima
penyerahan Pengungsi segera menghubungi Rumah Detensi

Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan Pengungsi.
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Pasal 13

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d,
Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dituangkan dalam berita
acara.

(2) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan
melalui pemeriksaan:

a. dokumen perjalanan;
b. status keimigrasian; dan
c. identitas.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdapat orang asing yang menyatakan diri
sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi
berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di

Indonesia.

Pasal 14

Dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ditemukan meninggal, lembaga yang menyelenggarakan

urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi
dengan:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tim
identifikasi korban bencana (disaster victim identification)
untuk melakukan identifikasi; dan

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan

pendataan.

Pasal 15
Tim identifikasi korban bencana (disaster victim identification)
dan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan
pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan

politik luar negeri.
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Pasal 16

(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang
berisikan informasi kematian dan penanganan jenazah
korban kepada perwakilan diplomatik negara asal
korban.

(2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman
dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan
jenazah korban meninggal.

(3) Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam negara asal korban tidak memberikan
klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian
Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk
memakamkan jenazah korban meninggal.

(4) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk
memulangkan jenazah korban ke negara asal namun
perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat
memproses pemulangan  tersebut, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan
kerja sama dengan organisasi internasional yang
menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan

jenazah korban.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan
Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah
Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan

Pertolongan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
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Pasal 18
Instansi terkait yang menemukan Pengungsi di daratan
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, untuk pengamanan.
Masyarakat yang menemukan Pengungsi di daratan
melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, untuk pengamanan.

Pasal 19
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 menyerahkan Pengungsi
kepada Rumah Detensi Imigrasi.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20
Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan
melalui pemeriksaan terhadap:
a. dokumen perjalanan;
b. status keimigrasian; dan
c. identitas.
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat orang asing yang menyatakan diri
sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi
berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di

Indonesia.

Pasal 21

Dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ditemukan meninggal Kepolisian Negara
Republik Indonesia menugaskan tim identifikasi korban
bencana (disaster victim identification) untuk melakukan
identifikasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
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melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan

pendataan.

Pasal 22
Tim identifikasi korban bencana (disaster victim identification)
dan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan
pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan

politik luar negeri.

Pasal 23

(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang
berisikan informasi kematian dan penanganan jenazah
korban kepada perwakilan diplomatik negara asal
korban.

(2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman
dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan
jenazah korban meninggal.

(3) Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam negara asal korban tidak memberikan
klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian
Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk
memakamkan jenazah korban meninggal.

(4) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk
memulangkan jenazah korban ke negara asal namun
perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat
memproses pemulangan tersebut, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan

kerja sama dengan organisasi internasional yang
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menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan

jenazah korban.

BAB III
PENAMPUNGAN
Pasal 24
Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi  dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk
membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat
ditemukan ke tempat penampungan.

Dalam hal tempat penampungan belum tersedia,
Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi
sementara.

Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Dalam hal pemerintah daerah memanfatkaan barang
milik daerah untuk tempat penampungan bagi
Pengungsi, penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan
pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan Menteri
sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan

dengan prosedur:

a.

penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi
kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah
terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda
terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen
keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin
tinggal, dan visa;

penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat

dalam buku register penampungan;


http://www.peraturan.go.id

11 2016, No.368

penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi
dicatat dalam buku register penyimpanan dan
penyerahan barang;

pencatatan Pengungsi bagi yang meninggalkan tempat
penampungan untuk sementara dalam buku register
keluar masuk izin sementara,;

penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada
aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras,
suku, dan agama,;

pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular
dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;

pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh
Rumah Detensi Imigrasi; dan

penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

huruf a.

Pasal 26
Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat
penampungan bagi Pengungsi.
Tempat penampungan bagi Pengungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan
ibadah;
b. berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan
Rumah Detensi Imigrasi; dan
c. kondisi keamanan yang mendukung.
Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di
bidang urusan migrasi melalui kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi
dengan Menteri.
Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar

bagi Pengungsi di tempat penampungan.
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Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) paling sedikit meliputi:

a. penyediaan air bersih;

b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan
pakaian;

c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan

d. fasilitas ibadah.

Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dan huruf d

tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat

mengupayakan di luar tempat penampungan dengan

memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

Pasal 27
Pengungsi dengan  berkebutuhan khusus dapat
ditempatkan di luar tempat penampungan yang
difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan
migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia melalui unit kerja yang
menangani urusan keimigrasian.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dalam keadaan darurat dan penempatan di luar tempat
penampungan yang masih berada di satu wilayah
kabupaten/kota.
Pengungsi dengan berkebutuhan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengungsi:
a. sakit;
b. hamil,;
c. penyandang disabilitas;
d. anak; dan
e lanjut usia.
Penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi
yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan

perawatan khusus, dengan ketentuan:
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a. diberikan perawatan oleh tenaga medis sesuai
dengan kebutuhan;

b. anak yang menjadi Pengungsi diberikan perawatan
berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk
anak yang menjadi Pengungsi;

c. Pengungsi yang sakit dan memerlukan perawatan
ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan

d. Pengungsi yang menderita penyakit menular dan
berbahaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas

pelayanan kesehatan tertentu lainnya.

Pasal 28
Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat
penampungan ke tempat penampungan lain dalam
rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan
penempatan ke negara ketiga.
Pemindahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi.
Pemindahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di
bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Kantor

Imigrasi.

Pasal 29

Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya
ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia
ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses
Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pencari suaka yang permohonan status
pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengungsi untuk proses
penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di

Rumah Detensi Imigrasi.
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Pasal 30
Setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat
penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
setempat, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Setiap orang asing sebagai pengungsi yang tidak
mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat
istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
tindakan berupa penempatan secara khusus.
Tindakan berupa penempatan secara khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam
tata tertib di tempat penampungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf h.
Setiap Pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
PENGAMANAN

Pasal 31

Pengamanan terhadap Pengungsi pada saat ditemukan,
dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang
menemukan Pengungsi melakukan pengamanan yang
diperlukan dan berkoordinasi dengan atau melaporkan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkewajiban menciptakan kondisi yang aman guna

menghindari tindak kejahatan.

Pasal 32

Pengamanan terhadap Pengungsi pada tempat penampungan

dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berkoordinasi dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat:

a. menjaga agar Pengungsi tetap berada di tempat
penampungan;

b. menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat
penampungan; dan

c. membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang memuat

kewajiban dan larangan bagi Pengungsi.

BAB V
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Pasal 33

(1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan
keimigrasian terhadap Pengungsi.

(2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar
tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan,

Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.

Pasal 34
Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada saat
ditemukan, dilakukan dengan cara pemeriksaan dan
pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

dan Pasal 20 ayat (1).

Pasal 35
Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi di tempat
penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan
dengan cara:
a. memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta
pengambilan foto dan sidik jari;
b. meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi
dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi;

dan
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c. memberikan surat pendataan atau Kkartu identitas
khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan

dapat diperpanjang setiap tahun.

Pasal 36

(1) Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada
kartu identitas khusus pada saat berada di tempat
penampungan.

(2) Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali
berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima,

ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 37

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka

diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara:

a. menerima pemberitahuan persetujuan Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan
Pengungsi di Indonesia yang memuat nama Pengungsi
yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;

b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan
menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen
perjalanan; dan

c. melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat

penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Pasal 38
(1) Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam
rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
a. menerima permohonan Pengungsi yang akan
kembali ke negara asalnya secara sukarela;
b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan
menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen

perjalanan; dan
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c. melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat
pemeriksaan imigrasi terdekat.

Pemulangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 39

Pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang

ditolak permohonan status pengungsinya oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi

di Indonesia dilakukan dengan cara:

a.

menerima pemberitahuan penolakan status Pengungsi
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat
Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia;

berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mengeluarkan
pencari suaka yang ditolak status pengungsinya dari
tempat penampungan dan menempatkan di Rumah
Detensi Imigrasi;

menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar
wilayah Indonesia; dan

melakukan pengawalan pendeportasian ke tempat

pemeriksaan imigrasi terdekat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi

bersumber dari:

a.

b.

anggaran pendapatan dan belanja negara melalui
kementerian/lembaga terkait; dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Penanganan Pengungsi pada semua tahapan dilakukan

dengan memisahkan Pengungsi dengan kelompok

penyelundupan manusia.

(1)

Pasal 42

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri

bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui

Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia

menyampaikan data dan informasi Pengungsi kepada

Menteri.

Data dan informasi Pengungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditembuskan kepada:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

d. lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan
laut atau yang disebut dengan nama Badan
Keamanan Laut.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. data Pengungsi yang berasal dari Rumah Detensi
Imigrasi;

b. data Pengungsi yang terdaftar di Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan

Pengungsi di Indonesia;
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c. data Pengungsi yang telah disetujui ditempatkan ke
negara tujuan;

d. data pencari suaka yang ditolak dan ditolak final;
dan

e. data Pengungsi yang kembali ke negara asalnya

secara sukarela.

Pasal 43

Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan
Pemulangan Sukarela atau deportasi terhadap deteni
yang tidak memiliki dokumen perjalanan berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri melakukan koordinasi dengan perwakilan
negara asal Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia
atau yang merangkap wilayah Indonesia untuk
memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi
pemulangan bagi pencari suaka yang ditolak dan ditolak
final serta pencari suaka yang menyatakan bersedia
dipulangkan.

Dalam hal perwakilan negara asal Pengungsi tidak dapat
memfasilitasi pemulangan, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia bekerja sama dengan
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi
Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi
internasional di bidang urusan migrasi untuk

memfasilitasi pemulangan Pengungsi.

Pasal 44

Kementerian/lembaga terkait lainnya dapat dilibatkan dalam

penanganan Pengungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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